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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR W TAHUN2013

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEnUtANG. ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang: a.

b.

Mengingat: 1.

2.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ka^aten.
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 004 Tahun: 2013 tentang

perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaien Penukal Abab
Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013, tentang Pembsntukan

• 1
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lemat&ng Ilir Tahun
2013 Nomor 12 ), Vtaka perm diatur dan dit.eta|)kan peraturan

pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam.huruf

a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal

Abab Lematang Ilir.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-jjndang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor

3890); ^
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang1 Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tenting Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22,
i

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerali

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangJ-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
i

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang; Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (L^njibaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambalian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kefwargaftegaraan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repiiblik Indonesia

Nomor 4634);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4674);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
I

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2007

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (jLeriibaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indone$ia Tahun 2007

Nomor 89, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Persvaratan dan

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipll;

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan ked.ua

atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan

Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara

Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan

Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagtonana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56

Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

537); ^S •
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Dibidang pemerintahar, Dalam Negeri di

Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan secara Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengkajian Pengembangan dan PeAgelolaan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2011 tentang

Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri;

Peraturan Daerali Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7

Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun .... Nomor..., sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun

2012 Nomor );

Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor .....

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tarida Penduduk dan

Akta Catatn Sipil;



MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG
PENJABATAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. \T
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pemerinntahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daedah menurut asas

otonomi seluas-luasnya dalam sistem danprinsip NegaraKesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

RepublikIndonesia Tahun 1945.

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat mehurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indinesia.

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekietarait Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan

Kelurahan.

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten 'Penukal Abab

Lematang Ilir.

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.



12. Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir.

13. Unit pelaksana teknis adalah pelaksana tugas teknis pada Dinas.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan ragas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau keterampilan teitentu serta bersifat mandiri.

15. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipi^sesuai

dengan urusan Pemerintahan Kabupaten serta peraturan perundang-

undangan.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tu
urusan Pemerintahan Kabupaten di bidang Kependudukan

berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Bupati ini, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil menyelenggarakan tungsi:
a. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, pelengkapan,

Kepegawaian, keuangan danPerencanaan;

b. Penyiapan perumusan pengembangan, penyerasian kebijakan dan

perencanaan kependudukan;

c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup

M

^as melaksanakan

Pencatatan Sipildan

Pasal 3 Peraturan

tugasnya;

Pelaksanaan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan;

g. Pelaksanaan Kebij akan di Bidang Pendaftaran Penduduk;



h. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pencatatan Sipil;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

fungsinya;

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Siipil Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

(b) Sekretariat, terdiri dari:
1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. SubbagianPerencanaan;

fcS Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi:

1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga; »

2. Seksi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk; dan «*"

3. Seksi Pelayanan Pindah dan Datang. -^

(d) Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
1. Seksi Pelayanan Pencatatan Akte Kelahiran; --

2. Seksi Pelayanan Pencatatan perkawinan, Perceraian dan Kematian; —-

dan

3. Seksi Pelayanan Pencatatan, Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan

Anak dan Perubahan Akte.

/e) Bidang Informasi Data dan Pelaporan, membawahi:

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2. Seksi Data Kependudukan; dan

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(fp Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebagaimana tercantum pada lampiran TV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

dejngan tugas dan

W



BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan program dan kegiatan penataan dan penerbitaii dokumen dan

data kependudukan melalui pengembangan penyesuaian kebijakan perencanaan

kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya

publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 7

Melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi

a. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, pelengkapan, kep'e^awaian,

keuangandan perencanaan administrasi kependudukan;

b. Menetapkan kebijakan teknis pengembangan, penyerasian kebijakan dan

perencanaan kependudukan;

c. Menetapkan standar, norma, pedoman, kriteria dan proseldur pelayanan

administrasi kependudukan;

d. Menetapkan rencana kerja dan anggaran administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta; pengawasan
penyelenggaraan administrasi kependudukan;

g. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

h. Pelakasanaan pengelolaan informasi administrasi kependdukah;

Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;

untuk pelayanan

n, Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
fungsinya.

dengan tugas dan



Pasal 8

Sekretariat, mempunyai tugas penyusunan rencana kerja dan anggaran,

keuangan, urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pa^al 8 Peraturan

Bupati ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun dan merumuskan rencna kerja operasional kesekretariatan;

b. Mengamr, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas

kesekretariatan;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan pela%|naan
kesekretariatan;

d. Menyusun dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA) administrasi kependudukan; *^\ .

e. Melaksanakan dan pengelolaan urusan keuangan dan retribusi pendapatan;

f. Melaksanakan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian,

perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana;

g. Memeriksa dan meneliti hasil kinerja kesekretariatan;

h. Mengevaluasi dan membuat laopran pertanggungjawaban

bagian ke Kepala Dinas;

i. Melaksanakan mgas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas isesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ;

a. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam pengelolaan urusan

ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan rumah tangga,

pemeliharaan perkantoran, keprotokolan, penelaahan hukum, peraturan

perundang-undangan, pengelolaan pelengakapan dan urusan

kepegawaian;

b. Menghimpun dan mempelajari Peramran Perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman pelaksanaa dan petunjuk teknis sterta bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian;

c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sub

bagian umum dan kepegawaian;

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan

pelaksanaan tugas sesuai petunjuk.dan ketentuan yang berlaku;

hasil kinerja sub



e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data urusan

ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan; rumah tangga,

pemeliharaan perkantoran, keprotokolan, penelaahan hukum, peraturan

perundang-undangan dan kepegawian;

f. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan,

pedoman, petunjuk teknis mengenai urusan umum dan kepegawaian;

g. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

dengan urusan umum dan kepegawaian;

h. Melakukan pengurusan ketatausahaan, tata persuratan

dengan cara:

1. Mencatat. surat masuk dan keluar dalam buku

kendali;

2. Mengetik surat keluar, mengantar ke alamat yang ditujii;

3. Mengadakan pemberkasan, penyimpanan dan penyusuan airslp sesuai

dengan tata kearsipan;
i

4. Menghimpun produk-produk yang telah dikeluarkan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

i. melakukan inventarisasi kebutuhan dan mencatat alat tulis, peralatan

kantor;

j. melakukan perawatan, pemeliharaan barang-barang

1.

dan tata kearsipan

agenda da\\kartu

inventaris kantor

yang dimanfaatkan dan menjadi tanggung jawab dengan cara

L mengatur pemakaian/pemeliharaan barang dan

berpedoman kepada petunjuk pengoperasian serta

inventaris raangan;

2. melakukan perbaikan, perawatan sarana dan prasarana peralatan

penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Pertiduduk (KTP) dan

Akta Catatan Sipil.

Melakukan pengurusan dan pengolah urusan rumah tangga, pemeliharaan

perkantoran, keprotokolan, penelaahaan hukum, peraturan perundang-

undangan;

Melakukanpengurusan dan pengelahanurusan kepegaivaian;

perjalatan dengan
i

me^nelihara daftar

m. Melakukan pembuatan daftar nadir pegawaian, mencatat idan mengecek

jumlah yang masuk dan tidak masuk kerja dengan alasannya;

n. Melaksanakan dan pengelolaan perlengkapan, penataan inventaris baxang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangai yajng berlaku;

o. Memeriksa dan meneliti hasil kinerja sub Bagiani Umum. dan

Kepegawaian;



p. Mengevaluasi dan mebuat laporan pertanggungjawaban hasil kinerja sub
Bagian Umum dan Kepegawian kepada sekretaris;

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sjsuai dengan mgas

dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja dan kegiatan dalam pengelolaan urusan

keuangan;

b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sub

Bagian Keuangan;

c. Memberiukan petunjuk dan bimbingan teknis

pelaksanaan mgas subBagian Keuangan;

d. Melaksanakan dan pengelolaan perencanaan angj

belanja;

e. Melaksanakan dan pengelolaan pembukuan, perivikasi, perbendaharaan

dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan retribusi

pendapatan;

f. Melaksanakan dan pengelolaan tata usaha keuahgan, pembukuan,

perivikasi, perbendaharaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan

serta pengelolaan retrisbusi pendapatan sesuai

peraturan perundang-undangan;

g. Memeriksa dan meneliti hasil kinerja subBagian Keuangan;

h. Mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawiban keuangan

kepada sekretaris;

i. Melaksanakan tudgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Perencaanaan, mempunyai tugas :

a. Meaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja

Pendapatan administrasi kependudukan;

b. Melakukan koordinasi perencanaan kependudukan;

c Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan ttigas-tugas sub

Bagian Perencanaan;

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis

pelaksanaan tugas sub Bagian Perencanaan;

e. Melaksanakan pengelolaan dan perencanaan anggaran pendapatan

belanja administrasi kependudukan;

f. Melaksanakan dan penyusunan rencana kerja dar, anggaran (RKA)

Pendapata belanja admnistrsi kependudukan;

serta penjjawasan

garan pendapatan

dengan ketenUian

serta pengawasan

. f



g. Melaksanan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) administrasi
kependudukan;

h. Melaksanakan penyusunan keuangan Rencana Kinerja (Renja)
administrasi Kependudukan;

i. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKt) administrasi
kependudukan;

j. Melaksanakan penysunan dan pendapatan dokumen p;laksana anggaran
(DPA) administrasi kependudukan;

k. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (Lakip), penetapan kinerja (Tapkin) administrasi
kependudukan; V t

1. Memeriksa dan meneliti hasil kerja sub Bagian Perencanaan;

m. Mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban hasil kinerja
sub Bagian Perencanaan oleh sekretaris; *-ax .

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan mgas
dan fungsinya.

Pasal 11

Bidang pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan pengelolaan dan pencatatan penduduk baik Warga
dan Warga Negara Asing.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud

Peraturan Bupati ini, bidang pencatatan sipil menyelenggarakan fiingsi
a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan bidang riencjatatan sipil;
b. Melaksanakan, mengelola dan pengumpulan data pelayaiian pencatatan

sipil;

c Mengamr, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas pencatatan
sipil;

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan pelaksanaan
bidang pencatatan sipil;

e. Melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialanji oleh dalam
regristrasi pentcatatan sipil; j

f. Melaksanakan pencatatan kejadian yang dialami seseorang jyang meliputi,
kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian) pqngakuan anak,

dari pengendalian

Negara Indonesia

dajlam Pasal 11



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan

status kewarganegaraan;

g. Melaksanakan pencatatan, pendafataran, pemeriksaan dari penelitian berkas

pencatatan, pengelolaan data kelahiran bagi Warga Negarai Indonesia dan

Warga Negara Asing;

h. Melaksanakan pencatatan, pendafaran, pemeriksaan dan. pekielitian berkas

pencatatan, pengelolaan data perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan

Warga Negara Asing;

i. Melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas

pencatatan, pengelolaan data perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan

Warga Negara Asing; It

j. Melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas

pencatatan, pengelolaan data kematian bagi Warga Nnegaraj Indonesia dan

Warga Negara Asingl; -lK-S, ,

k. Melaksanakan pencatatan, pendafataran, pemeriksaan dari penelitian berkas

pencatatan, pengelolaaan data serta penerbitan aktaj, pengakuan dan
pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.;

berkas pencatatan,1. Melaksanakan pendafataran, pemeriksaan dan penelitian

pengelolaan perubahan status Kewarganegaraan dan ganti naijna;

m. Pembinaandan pengawasan pelasanaanpendaftaranpenduduk;

n. Melaksanakan monitoring, evaluasai dan membuat laporan pelaksanaan.

tugas dan fungsi di bidang catatan sipil;

o. Pelaksanaan mgas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas isesuai dengan

tugas dan fungsinya;

Pasal 13

(1) Seksi perkawinan dn perceraian mepunyai tugas :

a. Menyusun propgram dan kegiatan dalam pengelolaan pjerkawinan dan

perceraian;

b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tufga-tugas seksi

perkawinan dan perceraian;

Mmberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan

pelaksanaan tugas

Memeriksa dan meneliti hasil kerja seksi perkawinan!dan perceraian;

Melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian berkas

perkawinan, perceraian, perubahan nama, perubahan status

kewarganegaraan dan pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian

dan peristiwa penting lainnya;



I

t

f. Pengelolaan data perkawinan dan perceraian bagi warga JNegara Negara
Indonesia maupun Waarga Nrga Negara Aaing;

g. Pelaksanaan penerbitan Pelaksanaan penerbitan kutipajn akta catatan
sipil yag meliputi, Akta perkawinan dan akta perceraian;

h. Penerbitan pemberian Surat keterangan laporen perkawinan dan
perceraian;

i. Mengevaluasi dan membuat laporan hasil kinerja seksi perkawinan dan
perceraian;

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan hasil kinerja
seksi perkawinan dan perceraian;

k. Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan] sesuai denfclpi tugas
dan fungsinya.

(2) Seksi kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak mempunyai tugas
a. Menyusun program kerja dalam pengelolaan seksi kelahiran, kematian

dan pengakuan Anak;

b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas seksi
Kelahiran, kematian dan Pengakuan Anak;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis
pelaksanaan tugas;

d. Memeriksa dan meneliti hasal kinerja seksi Kelahiran,!
Pengakuan Anak;

Melaksanakan pencatatan, Pendaftaran, Pemeriksanaan, Penelitian
berkas kelahiran, kematian, lahir mati, pengakuan anak, pengesahan
anak dan pengangkatan anak;

Pengelolaan data kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Pengakuan Anak,
Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak;

Penerbitan Pemberian Surat Keterangan Laporan Kelahiran, Kematian
dan PengakuanAnak;

Mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban hasil kinerja
seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan hasil kinerja
seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan-sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

e.

serta pengawasan

Kematian dan



V

Pasal 14

Bidang pendaftaran penduduk mempunyai tugas mis

pengendalian pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan

Warga Negara asing .

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 peraturan
Bupati ini, bidang pendaftaran penduduk menyelengarakan fungsi

a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan bidang pendaftaran
penduduk;

b. Melaksanakan, mengelola dan pengumpulan data pelayanan penMtaran
penduduk;

c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bidang
pendaftaran penduduk; *^\ ,

d. Memberikan petunjukdan bimbinga teknis sertua pengawasan pelaksanaan
bidang pendaftaran pendudu;

e. Melaksanakan pendaftaran penduduk dengan pencatatan biodata penduduk,

pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pencatatan dan

penduduk rentan adminitrasi kependudukan serta peherbitan dokumen

kependudukan berupa kartu identitas atau surst keterangan kependudukan;
f. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan atau pelaporan peristiwa

•

kependudukan kejadian yang dialami penduduk yang

;laksanakan dan

harus dilaporkan

karena membawa akibat perubahan KK, KTP yang nieliputi atau surat
datang, perubahan

data pengelolaan

Indonesia maupun

keteangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah

alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

g. Melaksanakan pengumpulan, verifikasi dan validasi

pelayanan pendaftaran penduduk baik Warga Negara
Warga Negara asing;

h. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk,
pindah dan datang baik Warga Negara Indonesia maupiin Warga Negara
Asing;

i. Melaksanakan pengelolaan dan penerbitan Nomor Induk1 Penduduk (NIK),
Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan
pindah datang baik Warga Negara Indonesia maupun Waragaj Negara asing;

j. Pembinaan dan pengawasan di bidang pendaftaran pendu
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan
dan fungsi di bidang pendaftaran penduduk;

dukj;

pelaksanaan tugas
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1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi identitas penduduk mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam pendaftaran

penduduk;

b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan Uigas-tugas seksi

identitas penduduk;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pegawasan

pelaksanaan tugas; \f

d. Melaksanakan, memeriksa dan memeriksa meneliti hasil kinerja seksi

identitas penduduk; i

e. Melaksanaan pendaftaran penduduk dengan pencatatan ''dengan

pencatatan biodata penduduk, pencatatn atas pelaporan peristiwa

kependudukan, pencatatan dan pendataan penduduk rentan
i

administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen jkependudukan

berupa kartu identitas atau surat ketengan kependudukan;

f. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian pengelolaan data

pemberian nomor induk kependudukan, kartu keluajrga dan kartu

tanda penduduk;

g. Melaksanakan dan pengelolaan penerbitan dan pemberian nomor

induk kependudukan, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberian riomor induk

kependuduk penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

i. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan membuat lapcrin pelaksanaan

pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan kartu keluaga dan

kartu tanda penduduk;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasah jsesuai dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Seksi pindah datang penduduk mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam

pindah datang;

b. Mengamr, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tu^as-tugas seksi

pindah datang penduduk;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pegawasan

pelaksanaan tugas;

'sesuai dengan

rjenyelengaraan
! I



d. Melaksanaan, memeriksa meneliti hasil kinerja seksi jpindah datang

penduduk;

e. Melaksanakan pencatatan atas pelaporan peristiwa jkependudukan
kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena
membawa akibat perubahan meliputi pindah datang, perubahan alamat

serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

f. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian pengelolaan mutasi data

perpindahan dan kedatangan penduduk baik Warga Nejgara Indonesia
maupunWargaNegaraAsing;

g. Melaksanakan dan pengelolaan perubahan mutasi jpenduduk baik.
Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asm; ^X

h. Melaksanakan dan pengelolaan pendataan penduduk reitan, penduduk

pelintas batas dan pelaporan penduduk yang tidak mampu
mendaftaran diri pada tempat pendaftaran administrasi kbperidrMukan;

i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengelolaan niutasi data pindah

dan kedatangan penduduk baik warga negara indondsia biaupun warga

negara asing;

j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan. pelaksanaan
pengelolaan mutasi data perpindahan kedatangan penduduk baik warga

negara indonesia maupun warga negara asing;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan jsesuai dengan

mgas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang pengelolaan informasi data dan pelaporan menjpunyai tugas

mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penjierintah daerah

dibidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan

•' 4
: i * '

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang maksud dalam

Bupati ini, bidang pengelolaan informasi administrasi jkependudukan

menyelengarakan fungsi;

Menyiapakan dan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan informasi

administrasi kependudukan;

a. Mengatur, mendistribusikan danmengkoordinasikan tugas-tugas bidang

b. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan pelaksanan

bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

pasal 17 peraturan



c. Melaksanakan. pengelolaan, pengendalian dan penyajian data sistem
informasi administrasi kependudukan;

d. Melaksanakan pengendalian dan pengeelolaan jaringan dari kpmunikasi data
sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dertgan peraturan

perundang-undangan;

e. Melaksanakan pembuatan laporan penyajian data, laporan jkependudukan
dan pencatatan cipil, pemutahiran data penduduk
kependudukan;

f. Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan

administrasi kendudukan;

g. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan membuat laporan fletyksanaaij, Jigas
dan fungsi di bidang pengelolaan sistem inforniasi administrasi
kependudukan;

h. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi sistem informasi administrasi kependudukan:
a. Menyusun program dan kegiatan pengelolaan dan penyajian data

kependudukan;

b. Mengatur, mendistribukan dan mengkoordinasikan

pengelolaan dan penyajian data;
c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis

pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan pemeriharaan database kependudukan;

e. Melaksanakan pemuktahiran data penduduk;

f. Melaksanakan dan membuat laporan kependudukan pan pencatatan

sipilsecara berkala; \
g. Memeriksa dan meneliti hasil kinerja seksi pengelolaaiji dan penyajian

data;

h. Melaksanakan dan pengelolaan dan penyajian

kependudukan;

i. Mengevaluasi membuat laporan pertanggungjawj

seksi pengelolaan danpenyajian data; ••
j. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelapcran jpembangunan

administrasi kependudukan;

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan! sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Idan database

sistem informasi

tugas-tugas seksi

serta pegawasan

datja administrasi

abari hasil kinerja



(2) Seksi jaringan dan komunikasi data mempunyai tugas;

a. Menyusun program dan kegiatan jaringan, aplikasi djan komunikasi
data;

b. Menyusun dan mengelola rencana dan pengadaan peraigkat keras dan
perngkat lunak sistem informasi kependudukan;

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas seksi
jaringan dan komunikasi data;

Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan
pelaksanaan mgas ;

e. Melaksanakan pemeliharaan perengkat keras dan perangkat lunak
lainnyasistem informasi kependudukan;

f. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan jarpgjan,aplikasi dan
komunikasi data;

g. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi,

supervisi dan konsultasi pengelolaan pengembangan jaringan, aplikasi
dan komunikasi data;

h. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan jarmJan,; aplikasi dan
komunikasi data;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sistem informalsi administrasi

kependudukan;

j. Pelaksanaan mgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang pengembangan penyerasian kebijakan dan perencanaan Jkependudukan
mempunyai tugas melaksanakan dan pengendalian pengembangan, periyerasian
kebijakan dan perencanaankependudukan.

c.

d.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud

peraturan bupati ini, bidang pengembangan, penyerasian kebijakan dan
perencanaan kependudukan menyelengarakan fungsi:

j

a. Menyusun, menetapkan pelaksanaan pengembangan, penyerasian kebijakan
danperencanaan kependudukan;

b. Menyusun, melaksanakan dan menetapkan bahan musyawarah perencanaan
pembangunan kependudukan;

1rimbmgari^teknis,

dalam Pasal 20



Menyusun dan menetapkan bahan paparan perencanaan kependudukan
dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugak-tugas bidang
pengembangan, penyerasian kebijakan dan perencanaan kbpepxludukan;

Memberikan petunjuk dan bimbingan tehnis serta pengawasan pelaksanaan
bidang pengembangan, penyerasian kebijakan dan!
kependudukan;

e.

f. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria

pembangunan administrasi kependudukan;

g. Melaksanakan kebijakan pengendalian kuantitas penduciukjpengernbangan
kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebjiran p4|uduk.
dan perlindungan penduduk dalam pembangunan j administrasi
kependudukan; j

h. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, jpengernbangan
kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan petsebkan penduduk
dan perlindungan penduduk dalam pembangunan! adminisriasi
kependudukan;

i. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kerja sama dinas ^nstansi terkait
dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan
persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam j pembngunan
adminjstrasi penduduk;

j. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan dan rjencatatan sipil
dengan dinas instansi terkait;

k. Menetapkan indikator, proyeksi penduduk, dan ianalisis dauipak
administrasi kependudukan;

i
j

1. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laaporan j pelaksanaan
kependudukan;

| j
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepalak dinasj sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi pengembangan kependudukan mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program dan kegiatan dalarrj pengelolaan

pengembangan kependudukan dan pencatatan sipil;

b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas seksi
pengembangan pendudukan;

perencanaan

penyelenggaraan



8.

•:

Mengidentifikasi, mengiventarisasi,

mengklasifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan

dalam pelaksanaan penataan pengembangaii wawasan

kependudukan melalui jalur pendidikan formal, jinformal dan

nonformal;

g. Mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban hasil kinerja

seksi pengembangan kependudukan;

j

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis ^erti pengawasan
pelaksanaan tugas;

d. Memeriksa dan meneliti hasil kinerja seksji bengembangan

kependudukan;

e. Menyusun profil kependudukan;

f. Melaksanakan dan pengelolaan pengembangan kependndukan dengan

cara:

1. Mengumpulkan dan melakukan identifikasi, j inventarisasi,

klasifikasi dan analisis jumlah struktur, komposisi sjerta kepadatan

penduduk;

2. Menyusun hasil analisis jumlah, struktur dan koniposisi j^ngan
j !

memanfaatkan data kependudukan untuk i perencanaan

kependudukan, mengetahui jumlah kelahiran., kematian dan

persebaran penduduk; !K^ *

3. Melakuakan penyiapan rumusan pengendalian ivertilitas dan

penurunan mortalitas dan mortabilitas penduduk;

4. Mengidentifikasi, mengiventarisasi, mengumpulkan,

mengklasifikasi dan menganalisis peraturan permdang- undangan

pelaksanaan peningkatan kualitas penduduk usia. ankk, remaja dan

pemuda serta penduduk usia produktif dan lanjut

5. Mengidentifikasi, mengiventarisasi,

mengklasifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan

dalam pelaksanaan penataan persebaran penduduk jantar wilayah,

kota dan desa;

6. Mengidentifikasi, mengiventarisasi, niengumpulkan,
I

mengklasifikasi dan menganalisis peraturan peruncjlang-undangan

dalam pelaksanaan penataan urbanisasi danmigrasi lion permanen;

7. Mengidentifikasi, mengiventarisasi, niengumpulkan,

mengklasifikasi dan menganalisis peraturan | perundangan-

undangan dalam pelaksanaan penataan pengembangan sistem

perindungan dan pemberdayaan penduduk;

usii;

niengumpulkan,

mengumpulkan,



h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan meml

pengembangan administrasi kependudukan;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan Isesuai dengan
mgas dan fungsinya.

(2) Seksi penyerasian kebijakan dan perancanaan kependudukan mempunyai
tugas:

a. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam pengelolaan

penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan;

b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas seksi

penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan; XX

c. Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan, penyerasian kebijakan
dan perencanaan program kependudukan;

d. Menyusun dan menetapkan bahan musyawarahi perencanaan

pembangunan kependudukan;
i

e. Penyusunan bahan paparan perencanaan kependudukan SKPD dinas

kependudukan dan pencatatan sipil;

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan tehnis sertd pengawasan

pelaksanaan tugas; ^ i

g. Memeriksa dan meneliti hasil kinerja seksi penyerasian!kebijakan dan

perencanaan kependudukan;

h. Melaksanaan pengelolaan penyerasian kebijakan dan perencanaan:

1. kependudukan dengan cara: mencari, mengumpulkan dan

melakukan pengelolaan data dan informasi dalam penyusunan

indikator kependudukan dan penerapan pengembarigan indikator

kependudukan;

2. mengidentifikasi, mengiventarisasi, niengumpulkan,

mengklasifikasi dan menganalisis peraturan perundang-

undangan pelaksanaan penyusunan ; dark pemanfaatan

proyeksi penduduk;

3. mengidentifikasi, mengiventarisasi, mengumpulkan,

mengklasifikasi dan menganlisis peraturan perundang-

•undangan dalam pelaksanaan penataan periebaian penduduk
antar wilayah, kota dan desa; •'

4. mengidentifikasi, mengiventarisasi, mengumpulkan,
mengklasifikasi dan menganalisis peraturan pehindang-undangan

dalam pelaksanaan penataan urbanisasi idani migrasi non
permanen; j

I

r

i

pelaporan
I



5. mengidentifikasi, mengiventarisasi, mengumpulkan,
mengklasifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan
dalam pelaksanaan penataan pengembangan sisterii perlindungan
danpemberdayaan penduduk; :

6. mengidentifikasi, mengiventarisasi, iMengumpulkan,
mengklasifikasi dan menganalisis peraturan pertaidang-undang
dalam pelaksanaan penataan pengembangan wawasan
kependudukan melalui jalur pendidikan formal,
nonformal;

melaksanakan kebijakan pengendalian kuantitas

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobi

persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam
administrasi kependudukan;

pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan
kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran
penduduk dan perlindungan penduduk dalam
administrasi kependudukan;

k. melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kerja sama
terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengandalian kuanjitas penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / pentaan
persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam!
administrasi kependudukan;

I. melaksanakan dan menyusun pelaporan dan pecatatan program kinerja
administrasi kependudukan;

m. mengivaluasi, menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban
hasil kinerja seksi penyerasian kebijakan dan! perencanaan
kependudukan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
tugas dan fungsinya.

informal dan

penduduk,

litas/ peni3||an
| pembanguuan

pembangunan

jDinas instansi

pembangunan

sesuai dengan



BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Periukal Abab

Lematang Ilir Nomor Tahun 2013 tentang Penjabatan Tugas dari Fiingsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir Nomor Tahun 2013) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
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